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Abstrak: Pada era otonomi daerah saat ini, ada beban yang berat ditumpukan  

kepada pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah, beban itu  

adalah upaya mempercepat pertumbuhan dan pembangunan daerah, salah satunya 

melalui pajak. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah kualitatif. Tipe 

kajian  yang digunakan dalam kajian ini adalah tipe kajian deskriptif. Berdasarkan 

hasil kajian disimpulkan bahwa: Pertama, pengawasan yang dilakukan oleh 

DPRD Kabupaten Jember sampai saat ini masih belum optimal meskipun dalam 

pegawasan terhadap pemungutan pajak hotel sudah ada regulasi daerah yang 

mengaturnya yakni Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2011 

Tentang Pajak Daerah, karena belum adanya Peraturan Bupati yang mengatur tata 

laksana pajak daerah, khususnya terkait pajak hotel. Kedua, DPRD, khususnya 

Komisi C belum mampu mendorong Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Jember meningkatkan pendapata pajaknya dalam pengawasannya. Meskipun 

mekanisme penagihan pajak hotel Pajak Restoran yang dilakukan oleh Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sudah menggunakan mekanisme 

pemungutan pajak hotel terbaru dengan sistem Self Assessment. Di sisi lain, 

Komisi C juga tidak mampu mendorong Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Jember untuk membuat Standart Operation Procedure (SOP) guna sebagai 

panduan operasional lapangan bagi petugas dan wajib pajak. 

 

Kata Kunci: Pajak Daerah, Pemungutan, Pengawasan dan DPRD 

1.1 Pendahuluan 

 Negara Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari  

beribu-ribu pulau yang dibatasi dengan luasnya lautan, sehingga di dalam  

menjalankan sistem pemerintahanya tidak  bisa dilakukan secara terpusat, karena 

banyaknya pulau yang berada di Indonesia membuat pemerintah sangat  kesulitan 

dalam menjalankan sistem pemerintahan yang ada. Maka Indonesia  mem bagi 

nya atas daerah-daerah  provinsi  dan daerah  provinsi  dibagi atas  kabupaten  dan  

kota, yang tiap-tiap  provinsi, kabupaten  dan  kota  mempunyai  pemerintahan 

daerah serta bentuk susunan pemerintahannya diatur dengan  Undang-Undang 

Negara Republik  Indonesia memberikan hak, wewenang dan kewajiban  kepada  



setiap pemerintahan daerah  untuk mengatur dan mengurus  urusan  pemerintahan 

menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan (medebewind), diarahkan 

untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan  masyarakat melalui peningkatan 

pelayanan, pemberdayaan dan peran serta  masyarakat, serta peningkatan daya 

saing daerah  dengan memperhatikan  prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, 

keistimewaan, dan kekhasan suatu  daerah dalam sistem Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

 Pada era otonomi daerah saat ini, ada beban yang berat ditumpukan  

kepada pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah, beban itu  

adalah upaya mempercepat pertumbuhan dan pembangunan daerah, 

mensejahterakan, menyerap dan menjalankan harapan  masyarakat. DPRD  adalah  

unsur pemerintahan daerah sebagai wahana untuk melaksanakan demokrasi 

berdasarkan pancasila. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan  fungsinya, 

DPRD berpegang kepada prinsip-prinsip otonomi daerah dalam  kerangka Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. DPRD sebagai  wakil rakyat mempunyai tiga 

fungsi, yaitu legislasi,  anggaran dan pengawasan. 

Dalam kajian ini, penulis mengawasi peran DPRD pada pelaksanaan 

Pemungutan Pajak hotel di Kabupaten Jember. DPRD sendiri adalah Lembaga 

perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah di Provinsi/Kabupaten/Kota di Indonesia. DPRD disebut 

juga dalam UUD 1945 pasal 18 ayat 3.  "Pemerintahan Daerah Provinsi, Daerah 

Kabupaten, dan Kota memiliki Dewan Perwakilan rakyat daerah yang Anggota-

anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Pendapatan Asli Daerah yang 

lainnya. PAD menjadi inikator keberhasilan dalam penyelenggaraan otonomi 

daerah. Semakin tinggi PAD maka semakin tinggi pula kemampuan Pemerintah 

daerah untuk membiayai kebutuhannya sendiri. Hal ini berarti Pemerintah daerah 

tersebut telah berhasil dalam menyelenggarakan otonomi daerah. 

 Demikian pula sebaliknya, apabila PAD yang diperoleh pada Daerah 

tersebut semakin sedikit atau mengalami penurunan, berarti penyelenggaraan 

otonomi daerahnya belum maksimal. Pajak Daerah merupakan salah satu sumber 

pendapatan asli Daerah yang dipungut dari masyarakat tanpa mendapatkan 



imbalan langsung. Hal ini sesuai dengan UU No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak 

dan Retribusi Daerah. Dengan menggali serta meningkatkan potensi pajak daerah 

di kabupaten Jember ini, maka PAD nantinya dapat digunakan untuk 

Pembangunan serta meningkatkan Kesejahteraan rakyat. Melihat dari kondisi 

tersebut penulis mengambil judul “Pengawasan DPRD terhadap Pelaksanaan 

Pemungutan Pajak Hotel, Studi Kasus Kabupaten Jember”. 

 

1.2 Rumusan masalah 

 Berdasarkan  latar belakang  di  atas,  maka  rumusan  masalah  dalam 

kajian ini adalah bagaimana pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan 

pemungutan Pajak Hotel oleh Dinas Pendapatan di Kabupaten Jember? 

 

1.3 Tujuan Kajian 

 Tujuan kajian ini adalah untuk mengetahui pengawasan DPRD terhadap 

pelaksanaan pemungutan Pajak Hotel oleh Dinas Pendapatan di Kabupaten 

Jember. 

 

1.4 Konsepsi Pengawasan Menurut Para Ahli 

Pengertian Pengawasan kalau dilihat dari asal kata dasarnya “awas” 

makanya mengajak agar seseorang atau beberapa orang dalam melakukan sesuatu 

kegiatan penuh dengan kehati-hatian, sehingga tidak terjadi kesalahan atau 

kekliruan. Kemudian diberikan awalan “pe” atau sisipan “ng” dengan akhiran 

“an”,maka tercitalah kata pengawasan dimana dalam perkembangannya dalam 

pemikiran manusia dengan merumuskan berbeda-beda antara pemikiran atau 

pemahaman manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Perbedaan pola 

pemikiran dalam memberikan rumusan tentang pengawasan tentunya sangat 

banyak faktor sebagai penyebabnya antara lain sasaran kegiatan yang dilakukan, 

tingkat kesulitan tentang pekerjaan, manusia yang dihadapinya, perkembangan 

lingkungan sosial dan fisik yang dihadapinya, dan lain sebagainya yang 

menyebabkan memberikan argumentasi yang berbeda-beda. 



 Sebagai perbandingan untuk merumuskan pengertian pengawasan sesuai 

dengan pertanyaan yang kita kemukakan di atas, maka sebaiknya terlebih dahulu 

mengemukakan rumusan pengertian oleh para ahli yaitu: 

1. Sondang P.Siagian yang mengatakan Pengawasan adalah Proses 

pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin 

agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai 

dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. 

2. Victor M. Situmorang, Pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan 

dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang 

dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai. 

3. Bertolak kedua argumentasi tentang pengertian Pengawasan yang telah 

disebut diatas, maka kewajiban kita harus juga mengemukakan suatu 

argumentasi tentang pengertian Pengawasan adalah ; suatu bentuk pola 

pikir dan pola tindakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran 

kepada seseorang atau beberapa orang yang diberikan tugas untuk 

dilaksanakan dengan menggunakan bebagai sumber daya yang ada yang 

tersedia secara baik dan benar, sehingga tidak terjadi kesalahan dan 

penyimpangan yang sesungguhnya dapat menciptakan kerugian oleh 

lembaga atau organisasi yang bersangkutan.  

 

1.5 Tipe Kajian 

Tipe kajian  yang digunakan dalam kajian ini adalah tipe kajian deskriptif 

yaitu guna memberikan gambaran atau penjelasan tentang pengawasan DPRD 

terhadap pelaksanaan pemungutan Pajak Hotel oleh Dinas Pendapatan di 

Kabupaten Jember. 

 

1.6 Hasil Kajian dan Pembahasan 

 Pengawasan merupakan fungsi penting yang dimiliki oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah, selain fungsi legislasi dan anggaran. Dalam 

melaksanakan pengawasan DPRD memiliki tugas untuk menjaga dan 

mengevaluasi jalannya pemerintahan oleh Kepala Daerah agar dapat terlaksana 



dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengawasan ini 

bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara evisien dan evektif sesuai 

dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.  

Pengawasan ini mempunyai fungsi untuk mencegah penyimpangan tugas 

Pemerintah dari apa yang telah di gariskan dan untuk menghindari terjadinya 

kekeliruan-kekeliruan yang disengaja maupun tidak disengaja. Dalam kajian akan 

ditinjau tentang pengawasan DPRD terhadap Pelaksanaan Pemungutan Pajak 

daerah Yakni Pajak Hotel yang di tangani oleh Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember.  

Pengawasan yang dilakukan dapat dilihat dari unsur perencanaan, 

pelaksanaan, dan Evaluasi. Unsur tersebut merupakan suatu kesatuan Di mana 

saling terkait satu sama lain sehingga sebuah pembahsan tentang pengawasan 

DPRD terhadap pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel. Pemungutan Pajak Hotel 

merupakan salah satu pajak daerah di wilayah Kabupaten Jember yang dikelola 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

1997 tentang Pajak daerah dan retribusi daerah, yang kemudian telah diubah 

terahir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan 

reribusi daerah serta sesuai dengan peraturan daerah Peraturan Daerah (Perda) 

Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. 

Pemungutan Pajak Hotel Oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Jember ini mempunyai unsur-unsur seperti Perencanaan, Pelaksanaan, dan 

evaluasi. Berikut deskripsi hasil dari kajian yang dilakukan: 

 

1.6.1 Fungsi Pengawasan DPRD Pada Proses Perencanaan 

Perencanaan merupakan langkah awal dari pelaksanaan suatu kegiatan 

begitupun dalam Pemungutan Pajak yang dilakukan oleh Badan Pendapatan 

Daerah. Di mana perencanaan yang dilakukan yakni sebagai proses 

mempersiapkan secara segala kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk 

mencapai tujuan tertentu dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih evektif 

dan evisien. Sebagai langkah awal dari Pengawasan Pemungutan Pajak Hotel ini 



maka kegiatan perencanaan sangat menentukan keberhasilan Pelaksanaan 

pemungutan Pajak Hotel. Hal ini mudah dipahami karena kegiatan tersebut akan 

menjadi dasar dalam melakukan kegiatan selanjutnya dalam perencanaan ini di 

tetapkannya  Penetapan Target sebagai berikut. 

 

A. Pendataan dan Pendaftaran Pajak Hotel 

 Berkaitan dengan pendataan, pendaftaran dan pelaporan pajak hotel di 

Kabupaten Jember yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Jember nampaknya masih banyak perlu mendapatkan pembenahan, hal tersebut 

terjadi karena dalam proses pemungutan pajak hotel yang dilakukan oleh Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember hanya merujuk pada diterbitkannya 

Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah saja, masih 

belum ada peaturan turunannya di level teknis yang mampu mempermudah 

implementasi kebijakan pemungutan pajak hotel, terutama pada sisi pendataan, 

pendaftaran dan pelaporan pajak hotel. Peraturan turunan yang dimaksud oleh 

penulis adalah Peraturan Bupati (Perbup) tentang mekanisme pendataan, 

pendaftaran dan pelaporan pajak hotel di Kabupaten Jember. Seperti yang sudah 

dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang tertuang dalam  

Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 81 Tahun 2016 Tentang Pembayaran Dan 

Pelaporan Pajak Parkir, Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Secara 

Elektronik, dampak dari adanya perbup tersebut adalah pada tingkat implementasi 

pendataan, pendaftaran dan pelaporan pajak hotel yang dilakukan Organisasi 

Perangkat Daerah (OPD) lebih jelas dan terukur.  

 Selanjutnya dalam pendataan, pendaftaran dan pelaporan pajak hotel yang 

dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah dengan 

melakukan perencanaan kegiatan pendataan wajib pajak Hotel untuk 

menghasilkan rekapitulasi data wajib pajak untuk mendukung pencapaian target 

penerimaan daerah. Langkah-langkahnya adalah survei terhadap wajib pajak hotel 

agar diperolehnya pendataan.  

Kegiatan pendaftaran diawali dengan mengisi formulir pendaftaran oleh 

wajib pajak atau petugas seksi pendataan yang diserahkan kepada wajib pajak 



untuk diisi dengan jelas, lengkap dan benar kemudian diserahkan kembali untuk 

diperiksa kelengkapannya serta dibuatkan kartu NPWD dan diberikan dalam 

bentuk blangko Surat Pemberitahuan Tanda Pajak Daerah (SPTPD) pada wajib 

pajak hotel. Untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Daerah (NPWPD) harus 

memiliki syarat, antara lain: Pertama, fotokopi akta pendirian atau dokumen 

pendirian dan perubahan bagi wajib pajak badan dalam negeri, atau surat 

keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap.  

Kedua, fotokopi Kartu NPWP salah seorang pengurus, atau fotokopi 

paspor dan surat keterangan tempat tinggal dari Pejabat Pemerintah Daerah 

minimal lurah atau kepala desa jika penanggung jawab adalah warga negara asing. 

Ketiga, fotokopi dokumen izin usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh 

instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha dari pejabat 

pemerintah daerah minimal lurah atau kepala desa atau bukti pembayaran listrik. 

Setelah semua persyaratan terpenuhi maka wajib pajak hotel, maka akan 

menerima Nomor Pokok Wajib Daerah (NPWPD) yang nantinya akan dicetak dan 

menjadi Wajib Pajak. Berdasarkan data yang dihimpun penulis dari Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, sebagian besar hotel yang ada di 

Kabupeten Jember sudah memiliki NPWPD atau wajib pajak, seperti Hotel 

Sulawesi, Hotel Badung Permai dan Hotel Aston.  

 

B. Pelaporan dan Realisasi Pajak Hotel 

Pelaporan dan realisasi pajak hotel pada tahun 2014 oleh Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember (dulu: Dinas Pendapatan Daerah) dikisar  

Rp. 1.109.254.720.00,-. Kodisi tersebut tidak sesui dengan target yang ditetapkan 

diawal perencanaan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang 

berjumlah Rp. 2.200.000.000,00 dan kuantitas hotel yang ada di Kabupaten 

Jember yang cukup banyak yakni 25 hotel, dengan klasifikasi  meliputi: Hotel 

Melati, Hotel Bintang Satu dan Hotel Bintang Tiga.  

Di sisi yang lain, belum optimalnya pelaporan dan realisasi pajak hotel 

tersebut juga menjadi tanggung jawab DPRD Kabupaten Jember, khususnya 

Komisi C. Fungsi Pengawasan yang dilakukan oleh Komisi C DPRD Kabupaten 



Jember terhadap Badan Pendapat Daerah dalam pelaporan dan realisasi pajak 

hotel masih belum dilakukan dengan makasimal. Indikator dari tidak optimalnya 

pengawasan yang dilakukan oleh Komisi C DPRD Kabupaten Jember adalah 

Komisi C DPRD Kabupaten Jember belum mampu mendorong perbaikan kinerja 

Badan Pendapatan Kabupaten Jember dan juga DPRD kurang tegas memberikan 

pengawasan pada Badan Pendapatan Kabupaten Jember karena hingga saat ini 

Badan Pendapat Daerah belum memiliki Standart Operation Procedure (SOP 

tentang pemungutan pajak hotel, di mana SOP tersebut harusnya terus di dorong 

sebagai bagian dari cara mempermudah pengawasan oleh Komisi C DPRD 

Kabupaten Jember. Sebagaimana dilakukan oleh Komisi 4 DPRD Banyuwangi 

dalam pengawasan terhadap kinerja dan pemungutan pajak daerah, khususnya 

pajak hotel Komisi 4 DPRD Banyuwangi meminta terlebih dahulu Dinas 

Pendapatan menyiapkan SOP pemungutan pajak daerah sebagai turunan dari 

Perda dan Perbup serta memudahkan Komisi 4 DPRD Banyuwangi mengukur 

kualitas kinerja Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi. 

 

C. Target Pajak Hotel 

Setiap pengusaha yang menjadi wajib pajak, wajib menghitung, 

menyetorkan dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Berdasarkan 

rekapitulasi bulanan kemudian akan dihitung besarnya pajak terutang sesuai 

dengan tata cara perhitungan pajak hotel, setelah itu maka Badan Pendapatan 

Daerahakan menertibkan Surat pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang 

berjumlah 6 lembar yaitu untuk: 

1. Lembar ke-1 untuk Wajib Pajak; 

2. Lembar ke-2 untuk bidang penetapan dan verivikasi;Lembar ke-3 untuk 

Tempat Wajib Pajak membayar pajak (Bank Jatim); 

3. Lembar ke-4 untuk petugas pelayanan tempat Bendahara Penerimaan; 

4. Lembar ke-5 untuk Bidang Pengembangan Pendapatan dan Penggalian; 

5. Lembar ke-6 untuk bidang Keberatan dan Banding 

wawancara 



Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember menetapkan besarnya Pajak 

terutang dalam suatu masa pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 

dengan menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Berdasarkan 

SPTPD inilah wajib pajak membayar pajak terutangnya.Wajib pajak hotel harus 

mengisi surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dengan lengkap dan 

benar,selanjutnya data akan dijadikan perhitungan pajak terutang. Kemudian 

Wajib Pajak yang telah memperoleh SKPD di haruskan membayar pajak hotel 

yang terutang sebesar 10 prosen dan ditambah dengan sanksi administrasi sebesar 

2 prosen sebelum tanggal jatuh tempo, yaitu tanggal 10 bulan berikutnya. 

Wajib pajak diharuskan melunasi pajak kewajiban sebesar yang tertera 

dalam SPTPD yang diterima dengan membayar di Bank Jatim ataupun bank 

lainnya yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Jember yang nantinya akan 

masuk ke rekening Pemerintah Kabupaten Jember melalui Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Jember. Setelah melunasi Pajak Hotel yang terutang Wajib 

Pajak akan menerima bukti setoran dari bank jatim wajib pajak akan diarahkan ke 

bidang pelayanan untuk dibuatkan Surat Tanda Setoran (STS) dengan 

mempertimbangkan banyaknya potensi hotel diwilayah kabupaten jember ini, 

selain itu juga berdasarkan pada pencapaian target tahun  sebelumnya. Berikut 

target pajak hotel selama tahun 2012-2016, sebagai berikut: 

Tabel 4.2 Target Bapenda Pada Pajak Hotel Tahun 2012-2016 

No. Tahun Target 

1. 2012 1.300.000.000,00 

2. 2013 1.450.000.000,00 

3. 2014 2.200.000.000,00 

4. 2015 2.270.000.000,00 

5. 2016 3.600.000.000,00 

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 

Berdasarkan penyajian data di atas, dilihat bahwa selama lima tahun 

berturut-turut target yang ditetapkan mengalami adanya peningkatan yang relatif 

stabil dan cenderung meningkat, meskipun dalam implementasinya cenderung 

tidak sesuai dengan target, seperti tahun 2014, target yang di tetapkan adalah Rp. 



2.200.000.000,00, namun realisasi hanya Rp. 1.109.254.720.00,-. Akan tetapi 

target yang terus meningkat tersebut menunjukan bahwa potensi Pajak Hotel di 

Kabupaten Jember ini sanggat berpotensi untuk meningkatkan dan dari sini upaya 

Pemerintah untuk menggenjot pemasukan daerah dalam Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) bisa lebih di naikkan melalui Pajak Hotel ini. 

Pemungutan pajak hotel di Kabupaten Jember ini dilakukan dengan 

menentukan besarnya target yang  ingin dicapai untuk suatu anggaran, penentuan 

target pertahun dapat menjadi tolak ukur dalam menilai keberhasilan realisasi 

pemungutan pajak hotel dalam kurun waktu yang di tentukan.  

Prosedur pembayaran pajak hotel di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Jember meliputi pendaftaran wajib pajak dan objek pajak hotel oleh petugas seksi 

pendataan, penetapan besarnya pajak yang terutang oleh seksi penetapan dan 

pembayaran pajak hotel oleh wajib pajak ke bendahara penerimaan pajak. 

Pemungutan pajak oleh Badan Pendapatan Kabupaten Jember ini menggunakan 

self assesmen syistem yaitu sistem yang memberikan wewenang kepada wajib 

pajak untuk menghitung , memyetor, dan melaporkan sendiri pajak terkait. 

Berdasarkan jumlah pajak yang dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember berdasarkan rekapitulasi penerimaan bulanan yang disusun 

dari rekapitulasi bill atau bukti pembayaran harian. Berdasarkan rekapitulasi 

penerimaan bulanan tersebut kemudian akan dihitung besarnya tarif pajak hotel 

yang ditetapkan sebesar 10 prosen. Pajak hotel adalah pajak ataas pelayanan 

yanag disediakan hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa 

penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dengan dipungut 

bayaran.   Dasar pengenaan tarif, dan cara perhitungan pajak hotel 

1. Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayran atau yang 

seharusnya dibayar kepada hotel; 

2. Tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10 prosen dan ditetapkan dengan 

peraturan Kabupaten Jember  

3. Penghitungan pajak hotel, Pajak terutang = tarif pajak x dasar pengenaan 

pajak (omzet). 

 



C. Penetapan Pajak Hotel di Kabupaten Jember 

Penetapan Pajak Hotel di Kabupaten tidak terlepas pada peraturan 

perundang-undangan, yakni Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 

Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Yang dioperasionalkan di tingkat 

Kabupaten Jember dengan diterbitkannya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 

Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, terutama dalam bagian kesatu ha. 9-11 

menerangkan bahwa “Pajak hotel  adalah pajak daerah yang pungut dari pajak 

atas pelayanan yang disediakan oleh hotel”. Di mana dalam Perda tersebut 

pajak hotel  dimaknai sebagai pajak  atas  pelayanan  yang  disediakan  oleh hotel. 

Hotel menurut Perda Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, Pasal 4, Ayat 3 

adalah: “Hotel, motel losmen, gubuk pariwisata, pesanggrahan, rumah kos, 

dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) kamar, rumah penginapan, dan 

kegiatan usaha lainnya yang sejenis”. 

Perda Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, Pasal 5, Ayat 1 adalah: 

“Orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran  kepada  orang  pribadi 

 atau  badan  yang mengusahakan hotel”. Dasar pengenaan pajak hotel Perda 

Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, Pasal 7, Ayat 1 adalah: “Jumlah 

pembayaran yang diterima atau  yang seharusnya diterima hotel”. Tarif  Pajak 

 Hotel  ditetapkan  sebesar  10 prosen. Cara penghitungan pajak adalah pajak hotel 

= dasar pengenaan pajak X tarif pajak. Contoh perhitungan: Jumlah pembayaran 

yang diterima sesuai bill/dokumen lain = Rp.15.000.000. Tarif Pajak = 10 prosen, 

pajak hotel = 15.000.000 X 10 prosen = Rp. 1.500.000 

Masa  pajak  adalah  jangka  waktu  1  (satu)  bulan  kalender  atau  

jangka  waktu  lain  yang  diatur  dengan  Peraturan  Bupati  paling  lama  3  

(tiga)  bulan  kalender,  yang  menjadi  dasar  bagi  Wajib  Pajak  untuk  

menghitung,  menyetor  dan  melaporkan  pajak  yang  terutang. 

 

1.6.2 Penerapan Sanksi Bagi Penunggak Pajak Hotel 

 Penerapa target penerimaan Pajak Hotel terhadap pelaksanaan pemungutan 

pajak hotel oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember mengenai 

permasalahan bagi wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak hotel di 



dasarkan pada Perda Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Pemungutan 

pajak hotel adanya 2 (dua) sistem yang bisa digunakan. Pertama, sistem Self 

Assessment karena objek pajak tersebut memiliki masa pajak dengan jangka 

waktu 1 (satu) bulan. Sehingga dalam perhitungan ataupun pembayaran lebih 

mudah dan dari segi pengawasan lebih mudah  diawasi. Kedua, sistem Official 

Assessment merupakan pajak yang memiliki masa pajak dengan jangka waktu 

yang lamanya 1 (satu) tahun. Sehingga lebih mudah dalam mengontrol 

pembayaran pajak dari objek pajak tersebut. Di Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember, cara pemungutan pajak hotel menggunakan sistem Self 

Assessment, yaitu sistem pungutan pajak yang memberi kepercayaan kepada wajib 

pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri 

pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah 

(SPTPD).  

Adapun bentuk sanksi adminsitrasi yang dilakukan oleh Sekertaris Badan 

Pendapatan Daerah pada wajib pajak hotek yang tidak membayar pajak dan 

lemaporkan melalui Self Assessment, adalah: 

1. Pemberian panggilan pada wajib pajak; 

2. Pemberian peringatan tertulis pada wajib pajak, dan 

3. Meminta penghentian sementara atau tutup terhadap pemanfaatan bagunan 

kepada wajib pajak. 

 

1.6.3 Evaluasi Pengukuran Pengawasan DPRD Terhadap Pajak Hotel 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan kajian Pelaksanaan adalah 

aktifitas atau cara perbuatan yang melaksanakan (rencana,keputusan dll) di sini 

dalam kajian meninjau pelaksanaan Pengawasan DPRD terhadap pemungutan 

pajak hotel oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Pengawasan yang 

dilakukan antara lain untuk melihat bagaimana Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember ini pemungutan pajak daerah khususnya pajak hotel, apakah 

sudah menuruti prosedur yang sudah ada dengan baik apa tidak.  

Kendala bukanlah ancaman yang melumpuhkan segalanya dalam 

penyelenggaraan pemerintahan ketika terdapat kendala harus bisa bertindak 



mencarikan upaya-upaya perbaikannya. Di sini DPRD memberikan solusi untuk 

mengatasi kendala tersebut dengan memberikan atau menempatkan sebuah 

perangkat yang secara Infomation and Technology (IT) itu bisa dimonitor setiap 

saat dan setiap detik atau secara update oleh pemerintah hotel, dalam hal ini 

Badan Pendapatan Daerah atau Badan Pendapatan Pajak maupun DPRD. Oleh 

karnanya tahun ini 2017 sudah kita coba anggarkan sebesar 1,5 M dan alat secara 

IT itu namnya Tab ping book. Tab ping book ini adalah alat untuk 

mengoptimilisasi penerimaan pajak dan sekaligus pengawasan kepada pemilik 

hotel maupun perusahaan lainnya, dan semua penggerak infestasi yang bergerak 

di sini secara update bisa dimonetor dengan perangkat ini.  

Jadi selama ini Komisi C DPRD bagian pengawasan pajak daerah hanya 

meminta hasil evaluasi pertanggungjawaban dari PAD saja. memang selama ini 

fungsi pengawasan DPRD secara aktif melihat bahwa Badan Pendapatan Daerah 

ini sifatnya manual yang kadang-kadang kita diragukan. mencoba untuk 

pendataan yang diragukan baru melakukan sidak. sebenarnya Pengawasan 

Pemungutan Pajak Hotel itu sebenarnya lebih kepada Badan Pendapatan Daerah 

sendiri. Jadi di sini ada satu bidang penetapan, verifikasi, ada subitnya verifikasi 

secara rutin itu diadakan verifikasi apakah betul pajak yang di bayar sudah sesuai 

omzet dilaporkan.  

Oleh karena itu mengukur tingkat efektivitas pajak daerah berarti 

membandingkan antara realisasi pajak dengan target pajak. Di sini penulis melihat 

bahwa penetapan tingkat target pajak hotel selengkapnya meliputi hasil dari 

perbandingan atau presentase pencapaian di atas hasil pajak sebelumya maka itu 

semua dikatakan sangat efektif. Efisiensi pemungutan pajak hotel merupakan 

presentase perbandingan antara biaya fasilitas yang dikeluarkan untuk 

mendapatkan pajak dengan besaranya pajak yang dipungut. Lalu hasil pembagian 

tersebut dikalikan dengan belanja rutin Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Jember setelah dikurangi dengan intensif pajak hotel. Kemudian realisasi pajak 

hotel dibagi dengan realisasi pendapatan Asli daerah yang dikelola oleh Badan 

Pendapatan Daerah.  



Berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara dengan para informan 

penulis melihat pelaksanaan pemungutan pajak hotel sudah dilakukan namun 

belum berlaku baku dan optimal, karena belum ada Standart Operation Procedure 

(SOP), seperti jawaban singkat dari Suyanto, Sekretaris Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Jember. Padahal dengan cara ini sebenarnya dapat memudahkan 

pelayanan dan dengan waktu yang sesingkat-singkatnya dan wajib pajak akan 

merasa puas dan dimudahkan oleh Badan Pendapatan DaerahKabupaten Jember. 

Di sini penulis juga melihat tidak adanya tekanan dari DPRD terhadap Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember untuk membuat SOP. 

Upaya yang intensifikasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

melalui pelaksanaan pemungutan pajak hotel agar mencapai target yang telah 

ditentukan hendaknya dapat diperbaiki dengan penyempurnaan administrasi 

seperti SOP. Berdasarkan wawancara dperoleh informasi bahwa, besarnya tarif 

pungutan pajak Daerah Kabupaten Jember ini sudah diatur di dalam Peraturan 

Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Di mana besaran tarifnya 

sudah berlaku sejak peraturan tersebut diberlakukan. Berdasarkan tarif 

pemungutan di  ini besarnya tarif Pajak Hotel adalah 10 prosen dikalikan harga 

dasar yang berlaku. Akan tetapi menurut peneliti, bahwa sebenarnya dapat saja 

dinaikan atau disesuaikan jumlah manakala jumlah tarif pungutan itu dirasakan 

sudah tidak sesuai lagi dan untuk menaikan jumlah btarif pumgutan pajak tersebut 

tentunya harus dilakukan melalui suatu mrkanisme yang benar, yaitu dalam 

memutuskanya harus dilakukan melalui pembicaraan atau rembukan dengan 

DPRD.  

Namun jika dikaji lagi besarnya tarif pungutan pajak tersebut yaitu sebesar 

10 prosen dengan harga yang sudah berlaku maka dapat dikatakan besarnya tarif 

pungutan Pajak Hotel disini sudah besar. Dengan demikian berarti terjadinya 

kesenjangan anatara target dan realisasi penerimaan pajak hotel, ini bukan 

disebabkan oleh besarnya tarif pungutan. Melainkan ada kecurangan kecurangan 

wajib pajak yang tidak jujur dengan laporan yang melaporkan pendapatan 

omsetnya, karena menggunakan sistem yang bersifat self assesment yaitu 



menghitung sendiri omzet pendapatan hotel maka di sini adalah timbulnya 

negosiasi untuk melakukan kecurangan. 

 Upaya-upaya yang bersifat intensifikasi yaitu upaya untuk menggali dan 

memperluas sumber baru, yang sebelumnya tidak dilakukan atau belum diatur 

dalam peraturan daerah untuk ditetapkannya sebagi sumber penerimaan bagi 

Pemerintah Daerah. Dari pengertian upaya yang bersifat ekstensifikasi ini bahwa 

Pemerintah Daerah dapat membuat peraturan daerah yang mengatur dan 

menetapkan suatu sumber baru pendapatan yang menjadi pendapatan daeah, yang 

mana peraturan daerah tersebut diproses dan diputuskan bersama oleh kepala 

daerah dan lembaga legislatif yaitu DPRD. 

 Berdasarkan informasi yang penulis lihat, bahwa sebenarnya pungutan 

pajak hotel dapat dikelola dengan baik sebagai sumber penerimaan pajak daerah, 

karena hotel di Kabupaten Jember cukup banyak dan mengalami peningkatan dari 

tahun dari tahun ke tahun sering berkembangnya pembangunan Kabupaten 

Jember, sehingga manakala dilakukan dengan optimal akan target yang 

ditetapakan oleh Pemerintah Daerah. Dari sini sebenarnya Badan Pendapatan 

Daerah bisa lebih tinggi untuk menetapkan tarif pemungutan pajak hotel dan 

pengawasan yang dilakukan oleh Komisi C DPRD Kabupaten Jember perlu juga 

dioptimalkan.  

 

1.6.4 Kendala Dalam Pemungutan Pajak Hotel di Kabupaten Jember 

 Dalam pemungutan pajak hotel di Kabupaten Jember  menemui banyak 

kendala dalam implementasinya, hal tersebut penulis lihat pada saat melakukan 

kajian lapangan, kendala tersebut antara lain: Pertama, kendala teknis dalam 

pemungutan pajak hotel di Kabupaten Jember  adalah sikap kurang transparan dan 

bertanggung jawab sebagai besar manajemen hotel tehadap proses pembayaran 

pajak hotelnya. Manajemen hotel cenderung banyak yang melakukan manipulasi 

jumlah pungutan pajaknya karena masih kurang adanya kesadaran mereka dalam 

membayar pajak dan merasa pembayaran pajak tersebut sebagai beban, jika 

dibandingkan kewajiban. Kurang transparan dan terbukaan sebagian 

pemilik/manajenen hotel seperti contoh di atas, merupakan salah satu kendala 



yang selama ini dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, 

bedasarkan hasil kajian proses pemungutan pajak hotel masih terkendala sikap 

dan prilaku sebagian pemilik/manajenen hotel yang tidak transparan dan 

akuntabel. 

Kedua, selama ini dalam proses pemungutan pajak hotel di Kabupaten 

Jember hanya berlandaskan Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 

Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 

3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, masih belum ada Peraturan Bupati yang 

mengatur secara lebih teknis mekanisme dan tata kelola, serta pemungutan pajak 

hotel, hal tersebut berbeda dengan kabupaten tetangga seperti Kabupaten 

Banyuwangi yang sudah memiliki Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 81 Tahun 

2016 Tentang Pembayaran Dan Pelaporan Pajak Parkir, Pajak Hotel, Pajak 

Restoran, dan Pajak Hiburan Secara Elektronik, sehingga dampaknya optimalisasi 

pemungutan pajaknya lebih optimal dan secara sisi operasional kuat karena ada 

petujuk teknis secara opersional dalam tata laksana pemungutan pajak hotel. Di 

sisi yang lain, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi juga  sudah 

memiliki Standart Operation Procedure (SOP) sebagai turunan dari UU, Perda 

dan Perbup tentang pemungutan pajak hotel, berbeda dengan Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Jember yang masih belum memiliki SOP. Berdasarkan kedua 

kendala dalam pemungutan pajak di atas, nampaknya pemungutan pajak dan 

pengawasan Komisi C DPRD Kabupaten Jember masih belum optimal, dan perlu 

banyak pembenahan baik pada sisi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember 

dan Komisi C DPRD Kabupaten Jember, agar mampu mengoptimalkan 

pemungutan pajak hotel bagi penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

 

 

 

 

 

 

 



1.6 Penutup 

Dari kajian yang dilakukan penulis pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah terhadap pelaksanaan pemungutan pajak hotel, studi kasus Kabupaten 

Jember, maka ada beberapa yang menjadi kesimpulan, yaitu: Pertama, 

pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Jember sampai saat ini masih 

belum optimal meskipun dalam pegawasan terhadap pemungutan pajak hotel 

sudah ada regulasi daerah yang mengaturnya yakni Undang-Undang (UU) Nomor 

28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah 

(Perda) Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, karena belum adanya 

Peraturan Bupati yang mengatur tata laksana pajak daerah, khususnya terkait 

pajak hotel. Kedua, DPRD, khususnya Komisi C belum mampu mendorong 

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember meningkatkan pendapata pajaknya 

dalam pengawasannya. Meskipun mekanisme penagihan pajak hotel Pajak 

Restoran yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sudah 

menggunakan mekanisme pemungutan pajak hotel terbaru dengan sistem Self 

Assessment. Di sisi lain, Komisi C juga tidak mampu mendorong Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember untuk membuat Standart Operation 

Procedure (SOP) guna sebagai panduan operasional lapangan bagi petugas dan 

wajib pajak. 
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